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Nama Standar Operasional
Prosedur

Memahami Daftar Informasi Publik yang dikecualikan dan tidak

dikecualikan

Alat Tulis Kantor;
Komputer;
Printer;

Internet
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Pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik

Permohonan Informasi Publik
Bagi Penyandang Disabilitas

dan pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik




Pemohon Informasi
Penyandang disabilitas
mengajukan informasi
dengan menulis surat,
email dan datang langsung

Klasifikasi data informasi

Verifikasi kelengkapan
data

Memerintahkan Tim

teknis untuk melakukan
Klarifikasi informasi

Memberikan tanggapan
permohonan infromasi

]

Memberikan informasi
yang dibutuhkan

Menerima informasi
sesuai ketentuan yang
berlaku

Laporan informasi

Selesai

Sesuai
ketentuan
berlaku

15 Salinan Informasi Sesuai

menit publik Fidaks
esuai

15 Salinan Informasi

menit publik
Pemberita huan
15
. draft
menit
- tertulis




PENUTUP

Standar Operasinal Prosedur Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas menjadi acuan bagi Pejabat
guna pengambilan kebijakan;

Hal -hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang
Disabilitas ini akan ditentukan kemudian;

Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah;

Ketentuan yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang
Disabilitas ini akan diatur lebih lanjut;

Ketentuan yang bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik Bagi Penyandang
Disabilitas ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.



